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LEMBAR%;.\;: DAERAH
KABUPATEN DATRAH TIVGKAT Il REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 1992 SERI B NO. 2

S e A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1l
REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 1991
TENTANG
PENY!SIHAN FENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAG'AN PEMERINTAH KARUPATEN D/ERAH TINGKAT Il
REMBAMG XEI'ADA PEMERINTZH DESA/KELUFAEHAN SE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT il REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGXAT i1 REMBANG

Menimbang : a. bahwa3 dalam rangke meningkatkan kemempuan
Pemeriniah Desa/Kelurehen dalem peryeleng-
garazn Pemerintahan den Pembangunen. per-
fu dilakukan wupaya peningkelen perderatan
Desa /Keturshan mela'ui peryisihen sebsgian
ha<il peneiimaan Pajak Bumi den Bangunan
bagian Dgerak kepada Pemerimah Desa/Ke-
lurahan.

b, behwa sehuburgen dergen hal tersebut dia—-
atss, periy diteterkan pedoman pe'!aksanaan-
nya dengan Peraturan Dseiah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1874 tentang
Pokok — pokok Pemeriniahen di Dserch

2. Undang - urdang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kzbupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
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. Undang - urdeng Nomor 5 Talun 1879 ten-

tang Pemerintehan Desa.

Undang-urdang Nomor 1! Tahun 985 ten-
teng ~ajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Pamerintah Nomar 47 Tahun 1985
tentang Pembagian Hasil Fenerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan aniara Pemerintah Pusat
dan remsrintah Daerah,

. Peraturan Menteri Dalam WNegeri Momor 1

Tahun 1482 tentang Sumbar ~endapatan dan
Kekayaan Desa, Penguruser dan Pergawesan-
nya.

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 1882 tentang Anggaren Penerimaan
den Pengaluztan Keuangar Desa.

Paratutan Menteri Dalam WNegeri Nomor 4

Tahun 1485 tentang *engurusan Pendzpatan
Hasii Psjak Bumi dan Banuunan,

. Kapatusan Mantari Dafam ANegeri Nomor 6

Tahin 1933 tantang Pros=dur Penetapan
Froduk - produk Hukum di Li gkungan De-
paitemen Dalam Negeri.

Keputusan Manteri Dalam Negeri Non ¢t 49
Tarun 18890 tentang Pedoman renyisihan
Penerimaan Fzjak Bumi dan Bangunan Ba-
gian Daerah fingkat | dan Daerah Tingkat !l
kepada Pemerintah Desa.

Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 98
Tehun 1890 tentang FPecomen Peryisihan
Pejak Bumi dan Bargunen Bagian Daw-rah
Tlingkat | den Dasrah Tingkat |l serta Pem—
berian Sun bangan / Bartten dan sebagian
Hasil ~ajak dan Retribusi Daereh kepada
Pemernntah Keiurahan,

L S

i
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Denaen Persetujuan Dewan Ferwekilan Rakyat Daerah Kebupa-
ten Daerah Tingkat Il Rembang.

MEMUTUSK A N!

Menetapkan I Peraturan Dasrah Kabupaten Daarah Tingkat

il Rembang tentang Penyisihan Fenerimaan
Fajsk Sumi dan Bangunan Baaian Peme-
rintah Kahupaten Daerah 'ingkat It Rembang
Kevada Pemerintah Desa/ Kelur-han se
Kabupaien Daerah Tingkat 1l Rembang

BAB |
KETENYUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yvang dimeaksud dergan :

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupeten Daergh Ting-
kat 1| Rembang.

Bupati Kepala Da=srah adalah Bupati Kepala Daereh Tingkat Il
Rembang.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlsh pen-
duduk sebaga! kesatuan measyarzket termesuk didalimrys ke-
satuan masyargkat hukum yann mempunyai Orgerisasi Pemre-~
rintah terendah 'argsunc di bawah Camat dan berthak merye-
lenggaraken rumeh 1engeoenys sendiri dalam wileyah Kabupa-
ten Daerah Tingkat |l Rembang.

. Kelurahen acdaiah suatu wilayeh yarg diterrpati oleh sejum'ah

penduduk yang mamouryai Organisasi Pemerintahan terendah
langsung di bawzh C:mat yana tidak berhak menyelenggara-
kan rumah tangcanya sendiri dan bereds delem wileaysh Ke-
bupaten Daerah Tingkat || Rembang.
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BAB I

PENETAPAN PEMBAGIAN DAN ALOKAS! FENYIS HAN
HASIL PENERIMAAN

Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian *emerintah Daerah
di sisthkan sebasar 10 % ( s2puuh perseratus) s=bagai subsidi/
sumbangan Pemsiintah Dacrah kepada Pemerintah Desa/Kelura-
han

Pasal 3

(1) Alokasi penyisihen hasil pererimeen Pejek Bumiden Bangu-
nan seh-geimana dimaksud Peasal 2 Peigturar Caerzh iri ke—
kada Pemenntah Desa/ Kelurahan ditetipkan oleh Eupati ne-
pa'a Daerah.

(2) Penetapan A'okasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal inl,
mempa«rtimbangken hel - hal sebaga benkut

a. kelancar=n penyslerggarasn pemerintahan, pembangunan
dan pelaysnan kepada masysatakat.

b. pemerataan untuk membaniu Dess krtis, perghargaan/
perangsang bsgi Desa/Kswrahan yang telah lunas Pajak
Bumi dan Bangunan.

BAB. il
PENGANGGARAN
Pasal 4

Penyisihan hasil penerimezn l'sjek Bumi ¢an Bangunan bagian
Pems=rintah Daerah kepsda Pemernntash Desa/Kwoiure hen dicenium-
kan datam #Anggar.n Fendapsten den Belenj: Deersh (APBD)
dan diangoarkan pada Arggeien Rutin ( Ganjsren, Subsidi/Sum=
bangan kepada Daerch Bawahan )

v

i»

AP
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BAB 1V
TATA CARA FENYALURAN
Pasal B

Tetacara penyaluran dang sebapaimana dimaksud pasal 3 perstur-
an Daerah ini ditetapkan oleh Bupa'i Kepala Daerah.

Pasal 6

[l

Dana sebacaimzra dimaksud Fasal 3 Persturen Daersh ini digu-
nekan untuk pembizyzen penyelenggarean Pemerintshin, pem-
bangunan dan peiayanan kepada masyarakat.

Fasal 7

Penyisihan penerimaan Psjsk Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud Fasal 3 Peraturen Dezerah ini dicentumkan sebegai pe-
nerimaan mesing masing Desz/Kelurahen dalam Anggaran Pene-
timaan dan Peng¢iuaan Keuangan Desa (APPKD) dan Angaar-
an Penerimaan dan Pengluaran Keuangan Kelurehan (APPKK).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Penvisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bargunan bagian Peme—
rintah dimaksud Pasa! 2 Peraturan Daerah ini tidek mengurangi
kewsjiban serta tancgung jawab Pemerintah Daerah untuk tetep
memberiken surbangen/bantuen terthadep Dess / Kelurshen yang
selama ini teleh dilaksenakan.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Persturen Daersh ini sepanjang
mengenal pslaksanaannya ekan diatur lebih lanjut oleh Bupati
Kepala Daerah.
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Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku peda taroes! divndargkan,
Agar setiap orang dapst mengei~tuinya, memerin‘zhkan pengun-
dangan Peraturan Daersh ini dengan penemmpaternya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Dasrah fingkat | Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAEYAT Rembanj, 2 Desember 1991
DA"‘TAH "AST’ZE“;‘N (’(‘;E 1A BURAT KEPALA DAERAH
HINGRAT | BAN TINGXAT Il REMBANG

KETUA :

SOEGENG SARWOHMO Drs. H WACHID! RiJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Javsa Tengah
Tangga! 30 Januari 1992
Nomor 148 .3/47 /1982
An. Sekretaris Wi'ayah ! Dze:ah
Fingkat | Jawa lengah
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kepaia Biro Hukum o
Kabupaten Daerah Tingkat [I Hembzng 'L
Nomor 2 Tahun 1492 Seri B No. 2
pada tanggal 7 Pebruari 1992 =

Sekretaris Wilayah / Daerah SARDUJ l_T 0. SH.

NIP. 510034 373

o2

.-

Drs, H SOEDI/HARTOQ
NIr, 500 029 511
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KASUPATEN DAEXAH TINGKAT II
REMBANG
NO.AOR 14 TAHUN 1£01

YTENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
3AGraN PEMZiNTaH KAJUZATEN DAERAH TiINGKAT |
REM3anNG XEFLDA FEMERINTAH DESA  EELURAHAN
SE XABU/AIEN DAER&H TiINGrAT || REMBANG

L. PENJELASAN UMUM

Dalam upays mewvjutkan Pemerintah Desa/Kelurahan
yang mempu menyslenggasizkan pemerintaren, melskeznekan
pembargunan dun rmembesikan pelayeran kepada masyarekat
secata berdays guna dan berhasil gune, diperlukan sumber
dana yang past dan merredsi
Dengan beipedoman pada Keputusen Menteri Dalam Negeri
Nomar 43 Tahun 320 te tany Psdoman Penyidikan Feneri-
maan “ajak Bumi dan Bangurau bagisn Daerah Tingkat ! dan
Daarah fingkat |i kepada Femerintah Desa dan Keputusan
Mentari Daiam Megen f.omor 48 Tahun 1980 tentang Pedom-
an Penyisihan Pajak Bumidan Bargunan bagiarn Daerah Ting-—
kat | dan Dae-ah Thigkat | serta rermrbnan sumbangan/ban-
tuan dan Pembereén sebzci:n Hesit tejsk dan Renibusi Dae-
rah kepsda Peveriniah Kelurahan Pemernnth Kabtup-ten Dae-
rah ‘ingkat |+ b=rtzkat mengupsyskan sumber dana tersebut
dengan jalan mznysinkan scehegaian hasil Pajak Bumi dan
Bangunan ssbapian Pemerirteh Deereh sebagal subsidi/ sum=-
bangan kepada Fsiedntah Desa/Kelurahan se Kabupaten Dae-
rah Tingkat I1i Rembang.

Untuk mel-ksenekan maksud teisebut, maks perlu di-
apkan dengan Perawuran Dasrah,
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Il. PENJELASAN FPASAL DEMI FASAL :

Pasal 1
Pasal 2

Pasa! 3 ayat (1)

syat (2)
Pasal 4 s/d 10

© Cukup jelas,

- Yang diberikan kepads Pemerintah De~

sa/<e'urahan sebagei subsid) 7/ sumba-
ngan adaah bagian Pemeriniah Dae-
rah dari penerimaar Pejzk Bumi dan
Bangunan sektor Ferkctaan dan Pe-
desaan,

i Bupsti Kepzle Deargh meretzpken

pembagian dan alokas: penyisihan pe-
neiimsan Psjsk Bumi dan Bancunan
atas dasar kiastfikasi dan kuteria se—
bagar berikut :

a) Pendapatan Asli Pemer'ntah Desa/
Ke urahan.

b. Luas wiayah
¢) Jumiah Penduduk
d) Jumlah wajib Psjak Bumi dan Ba-

ngunan

@) Potsrsi Pajak Bumi dan Bangunan
Sekior Pekoiaan dan Pedesaan

: Cukup jeias

: Cukup jeoras.




